WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu

menyusun pedoman teknis tentang Pengadaa Barang
Milik Daerah;

. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang
Milik Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengeolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016
Nomor 547);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018
Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021



Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota
Banjarmasin.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin.

Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi
Pengelolaan BMD.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan
BMD.



9. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementrian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

10.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah
Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

11.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

12.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

(1) Pengadaan Barang Milik Daerah bagian dari Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah.

(2) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang di buat sebagai dasar
untuk Pengadaan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan
Anggaran Perangkat Daerah.

(3) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah berpedoman pada
standar kebutuhan, standar barang dan standar satuan harga, serta

memperhatikan ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.

Pasal 3
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan.



BAB 111
PENGADAAN

Pasal 4
(1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil dan akuntabel.
(2) Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pengadaan Barang Milik Daerah yang bersifat Khusus dan menganut
azas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Hasil Pengadaan harus dilaporkan kepada Wali Kota melalui pengelola
barang.
Pasal 5
(1) Pengadaan BMD dilaksanakan seturut dalam Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah.
(2) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan
BMD kepada Wali Kota melalui Pengelola BMD untuk ditetapkan

status penggunaannya.

Pasal 6
Laporan Hasil Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud, terdiri dari

laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran, dan tahunan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7
Ketentuan mengenai:
struktur pejabat pengelola BMD;

a.
b. format perencanaan kebutuhan BMD;

c. format penggunaan BMD;

d. format laporan hasil penelitian pemeliharaan BMD;

e. format Penghapusan BMD,; dan

f. format surat persetujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.



BAB. V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 167 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 167) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Ju,i 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

-

[BNU SINA
Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Juw.i 2023
SEKRETARIS DA H KOTA BANJARMASIN,

-

7
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 71



